
 
 

 
 

BUPATI KARO 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN BUPATI KARO 

NOMOR 03 TAHUN 2018 

TENTANG 

BESARAN DAN PENATAUSAHAAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA 
PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARO 
TAHUN ANGGARAN 2018 

BUPATI  KARO, 

Menimbang: a. bahwa Uang Persediaan adalah uang muka kerja dengan jumlah 
tertentu yang bersifat pengisian kembali(revolving), hanya 
untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang 
tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsungdansesuai 
dengan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerahsebagaimanatelahdiubahbeberapa kali 
terakhirdenganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentangPerubahanKeduaAtasPeraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah,bahwaketentuan batas jumlah 
SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dengan Peraturan Kepala 
Daerah; 

b..bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
BesarandanPenatausahaan Uang Persediaan Bagi Satuan 
Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo 
TahunAnggaran 2018; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan 
Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

5. Undang-undang… 



  

Nomor 4355); 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);           

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhirdenganUndang-UndangNomor 9 Tahun 2015 
tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 23 Tahun 
2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
90, Tambahan Lembaran Nomor 4416) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4712); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502)sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor 23 Tahun 
2005 TentangPengelolaanKeuanganBadanLayananUmum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5165); 

 13. Peraturan… 



  

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentangperubahanatasPeraturan 'Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);                                                                   

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578);                                                                                        

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Peraturan 
MenteriDalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 juncto Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011(BeritaNegara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33Tahun 2017 
tentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapatandanBelanja 
Daerah TahunAnggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017Nomor 825); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran 

25. Peraturan… 



  

Daerah KabupatenKaro Tahun 2006 Nomor 34); 
25. Peraturan Daerah KabupatenKaroNomor01Tahun 

2018tentangAnggaranPendapatandanBelanja Daerah 
TahunAnggaran 2018(Lembaran Daerah KabupatenKaro Tahun 
2018 Nomor 01); 

26. PeraturanBupatiNomor 01Tahun 
2018tentangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanja Daerah 
TahunAnggaran 2018(BeritaDaerah KabupatenKaro Tahun 2018 
Nomor 01); 

 

  MEMUTUSKAN   : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARANDAN 
PENATAUSAHAAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA 
PERANGKATDAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN KAROTAHUN ANGGARAN 2018. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalahKabupatenKaro; 
2. Pemerintah Daerah adalahBupatisebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahan 

Daerah yang meminpinpelaksanaanurusanpemerintahan yang 
menjadikewenangan Daerah Otonom; 

3. BupatiadalahBupatiKaro; 
4. SatuanKerjaPerangkat Daerah KabupatenKaro yang 

selanjutnyadisingkatdengan SKPD 
adalahunsurpembantuBupatidalampenyelenggaranPemerintahan Daerah 
yang terdiridariSekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, 
LembagaTeknis Daerah danKecamatan; 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenKaroyang selanjutnya 
disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

6. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja 
dengan jumlah tertentu yang bersifat pengisian kembali(revolving), hanya 
untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat 
dilakukan dengan pembayaran langsung; 

7. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah uang yang 
diberikan kepada satuankerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak 
dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan; 

8. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen 
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai 
dasar penerbitan SPP; 

9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan 
permintaan pembayaran; 

10. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen 

11. SPP Ganti… 



  

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka 
kerja yang bersifat pengisian kembali(revolving) yang tidak dapat dilakukan 
dengan pembayaran langsung; 

11. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan 
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 
langsung; 

12. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan 
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang 
bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung 
dan uang persediaan; 

13. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang 
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran 
Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau 
surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, 
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya 
disiapkan oleh PPTK; 

14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD; 

15. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 
SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai 
kegiatan; 

16. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban 
pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti 
uang persediaan yang telah dibelanjakan; 

17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan 
oleh BUD berdasarkan SPM. 
 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

1. RuanglingkupPeraturanBupatiinimengaturbesarandanpenatausahaanuang
persediaan yang 
pendanaannyabersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja Daerah 
KabupatenKaroTahunAnggaran 2018; 

2. UangPersediaanbertujuansebagaiuangmukakerjauntukmembiayaikegiatano
perasionalsehari-hari; 

3. Uangpersediaanhanyadiperkenankanuntukmembiayaibelanjapegawaikoder
ekening 5.2.1 danbelanjabarangdanjasakoderekening 5.2.2; 
 

BAB III 
BESARAN UANG PERSEDIAAN 

Pasal3 



  

(1) Pagu DPA-SKPD yang menjadidasarperhitunganbelanja yang 
diijinkandiberikan UP 
adalahakumulasidaribelanjapegawaidanbelanjabarangdanjasapadaProgram 
AdministrasiPerkantorandanProgram PeningkatanSarana Dan 
PrasaranaAparaturpadakegiatanoperasionalsehari-hari; 

(2) Besaranuangpersediaan diberikan setinggi-tingginya: 
a. 1/12 (Satu Per Dua Belas ) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi 

belanja yang diijinkan untuk diberikan UPdenganketentuan untuk pagu 
sampai dengan Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah)diberikan 
UP maksimal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah); 

b. 1/18 (Satu Per Delapan Belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi 
belanja yang diijinkan untuk diberikan UPdenganketentuanuntuk pagu 
diatas Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) sampai dengan 
Rp. 2.400.000.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah)diberikan UP 
maksimal Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah); 

c. 1/24 (Satu Per Dua Puluh Empat) dari pagu DPA-SKPD menurut 
klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UPdengan pagu diatas 
Rp. 2.400.000.000 (Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) sampai dengan 
Rp. 6.000.000.000 (Enam Miliar Rupiah)diberikan UP 
maksimalRp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah); 

d. 1/30 (Satu Per Tiga Puluh) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi 
belanja yang diijinkan untuk diberikan UPdenganpagu diatas 
Rp.6.000.000.000 (Enam Miliar Rupiah)diberikan UP maksimal 
Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). 

(2) BesaranUP sebagaimanadimaksudpadaayat (1) untukmasing-masing SKPD 
adalahsebagaimanatercantumpadaLampiran yang merupakanbagian yang 
tidakterpisahkandenganPeraturanBupatiini; 

 
BAB IV 

PENATAUSAHAAN UANG PERSEDIAAN 
 

Pasal 4 

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara 
pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian UP; 

(2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:  
a. surat pengantar SPP-UP;  
b. ringkasan SPP-UP; 
c. rincian SPP-UP; 
d. salinan SPD; 
e. surat pernyataan ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 

anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan 
untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada 
kuasa BUD; 

f. suratketeranganpengajuan SPP-UP; 
g. suratpernyataantanggungjawabpenggunaanggaran/kuasapenggunaanggara

n. 
(3) Dokumen SPP-UP sebagaimanadimaksudpadaayat (2) diverifikasioleh PPK-

SKPDsebagaidasarpenyusunan SPM-UP 
untukditandatanganipenggunaanggaran/kuasapenggunaanggaran; 

(4) SPP-UP dan SPM-UP sebagaimanadimaksudpadaayat (2) danayat (3) 

(5) Pengisian… 

(2) Besaran… 



  

diajukanolehpenggunaanggaran/kuasapenggunaanggarankepadabendaharau
mumdaerah/kuasa BUDuntukpenerbitan SP2D; 

 

 
(5) PengisiankembaliUP/gantiuang (GU) dapat diberikan apabila dana UP telah 

dipergunakan/dipertanggungjawabkandengan melampirkan kelengkapan SPJ 
berikut pengesahan SPJ oleh Pengguna Anggaran sekurang-kurangnya75 % 
dari dana UP yang diterima; 

(6) Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75%, sedangkan SKPD yang 
bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, 
SKPD dimaksud dapat mengajukan SPP-TU. 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahKabupatenKaro. 
       

Ditetapkan di Kabanjahe 
pada tanggal 20 Januari2018 

         

BUPATI KARO, 
 
 

TERKELIN BRAHMANA 

Diundangkan di Kabanjahe 
pada tanggal 21Januari  2018 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO, 

 

 
KAMPERAS TERKELIN PURBA 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018 NOMOR07 


